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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan tentang  Politik Hukum 

1. Pengertian Politik Hukum 

Padmo Wahjono dalam bukunya Indonesia Negara Berdasarkan atas 

Hukum mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan 

arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.13 Definisi ini masih 

bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya yang berjudul 

Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan, yang dikatakan bahwa 

politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan 

kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat 

berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya 

sendiri.14 

Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui 

badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang 

dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang 

terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.15 Pada 

buku lain yang berjudul Hukum dan Hukum Pidana dijelaskan, politik hukum 

adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan 

keadaan dan situasi pada suatu waktu.16 

13 Padmo Wahyono. 1986. Indonesia Negara Berdasatkan atas hukum, Cet. II. Jakarta: 
Ghalia Indonesia. Halaman 160 

14 Padmo Wahyono. 1991. Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan, 
Forum Keadilan, No. 29 April 1991. Halaman 65 

15 Soedarto. 1983. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum 
Pidana. Bandung:Sinar Baru. Halaman 20. 

16 Soedarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung:Alumni. Halaman 151 
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Sunaryati Hartono dalam bukunya Politik Hukum Menuju Satu Sistem 

Hukum Nasional melihat politik hukum sebagai sebuah alat (tool) atau sarana dan 

langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum 

nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan 

diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.17 

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih 

dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum 

tertentu dalam masyarakat.18 Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik 

hukum adalah kebijakan hukum (legal policy) yang hendak diterapkan atau 

dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu.19  

Garuda Nusantara menjelaskan pula wilayah kerja politik hukum dapat 

meliputi pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten, proses 

pembaruan dan pembuatan hukum, yang mengarah pada sikap kritis terhadap 

hukum yang berdimensi ius contitutum dan menciptakan hukum yang berdimensi 

ius constituendum, serta pentingnya penegasan fungsi lembaga dan pembinaan 

para penegak hukum. 

Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. 

Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, 

pandangan dunia (world-view), sosio-kultural, dan political will dari masing-

masing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular 

(hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal. Namun 

17 Sunaryati Hartono. 1991. Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. 
Bandung:Alumni. Halaman 1 

18 Satjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung:Citra Aditya Bakti. Halaman 35 
19 Mahfud MD. Op.Cit. Halaman 15 
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bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik 

hukum internasional. 

Menurut Sunaryati Hartono, faktor-faktor yang akan menentukan politik 

hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau 

tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoretisi belaka, 

akan tetapi ikut ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan hukum di 

lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional. Perbedaan politik 

hukum suatu negara tertentu dengan negara lain inilah yang kemudian 

menimbulkan apa yang disebut dengan Politik Hukum Nasional.20 

2. Objek Kajian Politik Hukum 

Hukum menjadi juga objek poltik, yaitu objek dari politik hukum. Politik 

hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana 

seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan 

apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi 

sesuai dengan kenyataan sosial (sociale werkelijkheid). Akan tetapi, sering juga 

untuk menjauhkan tata hukum dari kenyataan sosial, yaitu dalam hal politik 

hukum menjadi alat dalam tangan suatu rulling class yang hendak menjajah tanpa 

memperhatikan kenyataan sosial itu. 

Dalam membahas politik hukum maka yang dimaksud adalah keadaan 

yang berlaku pada waktu sekarang di Indonesia, sesuai dengan asas pertimbangan 

(hierarki) hukum itu sendiri, atau dengan terminologi Logeman,21 sebagai hukum 

yang berlaku di sini dan kini. Adapun tafsiran klasik politik hukum, merupakan 

20 Sunaryati Hartono, Op. Cit. Halaman 23 
21 Regen,B.S. 2006. Politik Hukum. Bandung: Utomo. Halaman 17 
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hukum yang dibuat atau ditetapkan negara melalui lembaga negara atas pejabat 

yang diberi wewenang untuk menetapkannya. 

Dari pengertian politik hukum secara umum dapat dikatakan bahwa politik 

hukum adalah “kebijakan” yang diambil atau “ditempuh” oleh negara melalui 

lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum 

yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu di ubah, atau hukum yang mana 

perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan 

agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat 

berjalan dengan baik dan tertib, sehingga tujuan negara secara bertahap dapat 

terencana dan dapat terwujud. 

3. Politik Perundang-undangan Indonesia 

Politik perundang-undangan adalah subsistem hukum. Oleh karena itu, 

politik perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari politik hukum. Politik 

perundang-undangan diartikan sebagai kebijaksanaan atau mengenai penentuan isi 

atau objek pembentukan peraturan perundang-undangan.  

Politik mengenai tata cara pembentukan terkait dengan sistem hukum dan 

instrument hukum yang dipergunakan dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan. Politik penerapan hukum berkaitan fungsi-fungsi penyelenggaraan 

pemerintahan di bidang hukum. 

Politik penegakan hukum berkaitan dengan sendi-sendi sistem kenegaraan 

seperti negara berdasarkan atas hukum. Secara internal ada dua lingkup utama 

politik hukum:  

a. Politik pembentukan hukum baik mengenai tata cara maupun isi peraturan 

perundang-undangan adalah kebijaksanaan yng terkait dengan penciptaan, 
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pembaruan dan pengembangan hukum, mencakup; kebijaksanaan 

pembentukan undang-undang, kebijaksanaan pembentukan hukum 

yurisprudensi, kebijaksanaan terhadap peraturan tidak tertulis.  

b. Politik penerapan dan penegakan hukum adalah kebijaksanaan yang 

bersangkut paut dengan kebijaksanaan di bidang peradilan dan cara-cara 

penyelesaian hukum di luar proses peradilan, kebijaksanaan dibidang 

pelayanan hukum. Antara kedua aspek politik hukum tersebut, sekadar 

dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, karena: 

1) Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan tergantung pada 

penerapannya; 

2) Putusan-putusan dalam rangka penegakan hukum merupakan 

instrument control bagi ketepatan atau kekurangan suatu peraturan 

perundang-undangan. Putusan-putusan tersebut merupakan masukan 

bagi pembaharuan atau penyempurnaan peraturan perundangundangan; 

3) Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan peeundang- 

undangan. 

Politik pembentukan dan penegakan hukum yang baik harus disertai pula 

dengan politik pembinaan sumber daya manusia, tata kerja dan pengorganisasian 

serta prasaran dan sarana. Hal ini turut menentukan keberhasilan politik 

pembentukan dan penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan pada 

dasarnya akan mencerminkan berbagai pemikiran dan kebijaksanaan politik yang 

paling berpengaruh, dapat bersumber kepada ideologi tertentu. Misalnya doktrin 

sosialisme akan berbeda dengan doktrin kapitalisme di bidang ekonomi.  
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Politik hukum pada negara demokrasi akan berusaha memberikan 

kesempatan luas pada keikutsertaan masyarakat menetukan corak dan isi hukum 

yang dikehendaki. Indonesia berdasarkan pancasila dan yang berdasarkan 

kekeluargaan akan mempunyai politik hukum tersendiri seusia dengan rechtsidee 

yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. 

Ada 3 tataran kebijaksanaan politik perundang-undangan yang terkandung 

dalam kerangka dan paradigma staatsidee atau rechtsidee, yaitu sebagai berikut:  

a) Pada tatanan politik, tujuan hukum indonesia adalah tegaknya negara hukum 

yang demokratis  

b) Pada tatanan sosial dan ekonomi, politik hukum bertujuan mewujudkan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia  

c) Pada tatanan normatif, politik hukum bertujuan tegaknya keadilan dan 

kebenaran dalam setiap segi kehidupan masyarakat. Ketiga tujuan tersebut 

berada dalam suatu tataran hukum nasional yang bersumber dan berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945. 

Peraturan perundang-undangan di negara manapun selalu dibuat manusia 

dengan suatu pemikiran mendasar (mindset) di dalam benaknya. Pemikiran 

mendasar ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor seperti keyakinan ideologi atau 

agama, pengalaman, pengetahuan dan juga bisa kepentingan. Kepentingan ini pun 

bisa bermacam-macam (kepentingan pribadi, kepentingan kelompok atau partai, 

kepentingan rakyat, atau kepentingan asing).  

Politik perundang-undangan merupakan sebagian dari politik hukum. 

Karena itu sebagai dasar, kebijaksanaan politik hukum berlaku bagi politik 
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perundang-undangan. Politik perundang-undangan berkenaan dengan 

pembangunan materi hukum meliputi:  

1. Pembentukan dan pembaruan peraturan perundang-undangan diarahkan pada 

produk-produk hukum baru yang sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas 

umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Jadi ada dua bidang utama 

sasaran pembentukan peraturan perundangundangan yaitu: 

a. Peraturan perundang-undangan mengenai tugas umum pemerintahan adalah 

segala peraturan perundang-undangan yang mengatur atau menyangkut 

penyelenggaraan tugas wewenang pemerintah negara dibidang 

ketatanegaraan administrasi negara politik. 

b.Peraturan perundang-undangan mengenai pembangunan nasional adalah 

segala peraturan perundang-undangan yang mengatur dapat memberikan 

dukungan pada pembangunan nasional. Politik perundang-undangan dalam 

legislasi nasional menggariskan, titik berat pembangunan tetap pada bidang 

ekonomi, maka sudah semestinya politik perundang-undangan yang berkaitan 

dengan pembangunan nasional juga dititikberatkan pada peraturan 

perundang-undangan di bidang ekonomi. Titik berat pada bidang ekonomi, 

tidak mengandung arti peraturan perundang-undangan di bidang 

pembangunan lainnya dapat diabaikan. Sebagai satu sistem, peraturan 

perundang-undangan terkait satu sama lain. 

2. Mengenai penginventarisasian dan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum 

yang berlaku dengan sistem hukum nasional adalah berkenaan dengan 

peraturan perundang-undangan dari masyarakat kolonial yang hingga saat ini 

masih berlaku. Pengkajian inventarisasi tersebut meliputi:   
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a. Inventarisasi undang-undang dan berbagai peraturan perundangundangan 

termasuk peraturan daerah yang tersusun dan terbentuk untuk kurun waktu 

tertentu. 

b.Melakukan evaluasi internal dan eksternal atas berbagai undang-undang dan 

berbagai peraturan perundang-undangan lain. Pengkajian internal adalah 

pengkajian konsistensi ke sistem desain antar berbagai peraturan perundang-

undangan. Sedangkan pengkajian relevansi dengan sasaran pembangunan 

hukum khususnya dan pembangunan pada umumnya. 

B. Politik Hukum Pidana 

Pemikiran politik criminal menurut Sudarto dapat diartikan dalam 3 (tiga) 

pengertian yaitu :22 

1. Dalam pengertian yang sempit ialah politik kriminal itu digambarkan 
sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi 
terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. 

2. Dalam arti yang lebih luas ialah politik kriminal itu merupakan 
keseluruhan fungsi dari apartur penegak hukum, termasuk di dalamnya 
cara kerja dari pengedaliandan polisi. 

3. Dalam arti yang paling luas ialah politik kriminal itu merupakan 
keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui peraturan perundang-
undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan 
norma-norma sentral dari masyarakat. 

Sedangkan dalam pengertian praktis, politik kriminal itu adalah segala 

usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Usaha ini 

meliputi aktivitas dari pembentukan undang-undang, kepolisian kejaksaan, 

pengadilan dan aparat eksekusi pemidanaan. Aktivitas badan-badan tersebut tidak 

berdiri sendiri, tetapi berkaitan satu sama lain sesuai dengan fungsinya masing-

masing. Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum 

pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (social 

22 A. Hamzah dan Dahlan Irdan. 1994. Kejahatan Narkotika dan Psitropika. Jakarta : 
Sinar Grafika. Halaman 24. 
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policy). Kebijakan sosial (social policy) dapat diartikan sebagai segala usaha yang 

rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup 

perlindunagan masyarakat. 

Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang 

lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana 

formal dan dibidang hukum pelaksanaan pidana. Sedangkan dengan menggunakan 

upaya nonpenal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sector 

kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha nonpenal ini ialah memperbaiki 

kondisi-kondisi sosial tertentu, namun scara tidak langsung mempunyai pengaruh 

preventif terhadap kejahatan. 

Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari 

konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau 

kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah diatas 

harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial 

politik yang telah ditetapkan.  

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana termasuk pula kebijakan 

dalam menangani kedua masalah sentral diatas, harus pula dilakukan dengan 

pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach). Sudah 

barang tentu pendekatan kebijakan yang integral ini tidak tidak hanya dalam 

bidang hukum pidana, tapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya. 

Berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan.  

Ilmu hukum sebagai ilmu sosial yang normatif, tentang hubungan antar 

manusia, sangat membutuhkan hasil dari ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti ilmu 

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA



23 
 

sosiologi, dan ilmu ekonomi, dan khususnya dalam pembentukan hukum pidana 

perlu bantuan dari ilmu kriminologi. Pengertian kriminologi dapat didefenisikan 

sebagai pengetahuan empiris yang mempelajari dan mendalami secara ilmiah 

kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan, dengan melakukan kajian 

terhadap gejala kejahatan (penjahat dan mereka yang ada sangkut pautnya dengan 

kejahatan), sebab-sebab dari kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatn 

oleh penguasa maupun oleh masyarakat.23 

 Bertitik-tolak dari landasan umum tersebut, maka arah perkembangan 

dasar pemikiran pidana penjara agar mempunyai sifat ganda, yakni pada satu sisi 

memperlihatkan sebagai pidana (punishment) dan pada sisi lain memperlihatkan 

sebagai tindakan perbaikan (treatment). Sistem pemasyarakatan sebagai realisasi 

pembaruan pidana penjara yang dilaksanakan dengan semangat kemanusiaan dan 

perlakuan cara baru terhadap narapidana yang disusun dalam pedoman pembinaan 

sesuai dengan pokok-pokok standard minimum rules. 

 Atas dasar kriteria ini, bahwa sistem pemasyarakatan bukan 

mengakibatkan jenis pidana penjara diganti menjadi pidana pemasyarakatan, akan 

tetapi harus menjadi kebijakan pelaksanaan pidana sebagai berikut : 

1. Sistem pemasyarakatan mengandung kebijakan pidana dengan upaya baru 

pelaksanaan pidana penjara yang institusional (institutional treatment of 

offenders) yang berupa aspek pidana yang dirasakan tidak enak (crustodial 

treatment of offenders) dan aspek tindakan pembinaan did lam dan/atau 

bimbingan di luar lembaga (non crustodial treatment of offenders) agar 

23 Zainal Abidin Farid. 1995. Hukum Pidana I. Jakarta : Sinar Grafika. Halaman 35. 
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melalui langkah-langkah yang selektif dapat menuju kepada de-

institusionalisasi atas dasar kemanusiaan. 

2. Sistem pemasyarakatan mengandung perlakuan terhadap narapidana agar 

semakin terintergritas dalam masyarakat dan memperoleh bimbingan yang 

terarah berlandaskan pada pedoman pelaksanaan pembinaan yang 

disesuaikan dengan standart minimum rules. 

Dengan demikian, bahwa pembahasan di atas tentang tujuan pidana 

yang memperhatikan perbuatan dan manusianya, hal ini menjadi hakikat dari 

aliran hukum pidana klasik dan modern, maka dapat di tarik rangkaian teori 

secara terpadu dari dimensi-dimensi tentang tujuan hukum pidana yang klasik 

dan modern, upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru 

terhadap narapidana. Bahwa tujuan diadakannya penjara sebagai tempat 

menampung para pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk membuat jera 

(regred) dan tidak lagi melakukan tindak pidana, maka untuk itu peraturan-

peraturan dibuta keras bahkan sering tidak manusiawi. Dalam sistem 

pemasyarakatan, tujuan pemidanaan ialah pembinaan dan bimbingan dengan 

tahapan tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi.  

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam 

Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di 

Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain sebagai 

berikut: Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan 

haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, 

yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan atau tidak bertentangan 

dengan nilai-nilai fundamental yang berlakudalam masyarakat.  
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Kelambanan yang demikian ditambah dengan proses kriminalisasi 

yang berlangsung terus tanpa didasarkan pada penilaian-penilaian yang teruji 

dan tanpa suatu evaluasi mengenai pengaruhnya terhadap keseluruhan sistem, 

mengakibatkan timbulnya : 

a. Krisis kelebihan kriminalisasi (the crisis of over criminalization) 

b. Krisis pelampauan batas dari pidana (the crisis of overreach of the 

criminal law) 

Hal yang pertama mengenai banyaknya atau melimpahnya jumlah 

kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasikan. Hal yang kedua 

mengenai usaha pengendalian perbuatan dengan tidak menggunakan sanksi 

pidana yang efektif.  Pendekatan kebijakan seperti dikemukakan diatas, jelas 

merupakan pendekatan yang rasional, karena karakteristik dari suatu politik 

kriminal yang rasional tidak lain dari penerapan metode-metode rasional. 

Ini berarti memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana 

untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan 

semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum 

pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang 

funsional; dan ini pun merupakan pendekatan yang melekat (inherent) pada 

setiap kebijakan yang rasional. Pemilihan pada konsepsi pada perlindungan 

masyarakat ini membawa konsekuensi pada pendekatan rasional. 
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C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika 

1. Pengertian Narkotika 

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan 

kesadraan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri , dan 

dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini 

dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau 

disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan 

menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital 

organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan 

berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak 

dikonsumsi (menjadi tidak teratur).24 

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti 

terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa 

narkotika berasal dari kata “narcissus” yang berarti sejenis tumbuha-tumbuhan 

yang mempunyai bungan yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan 

diri.25 M. Ridha Ma’roef menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam yaitu 

narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika 

alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan 

cocaine. Narkotika ala mini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit 

sedangkan narkotika sitetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk 

didalamnya adalah Hallucinogen, Depressant dan Stimulant. 

24 Adam Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Jakarta: Raja Grafindo 
Persada. Halaman 71 

25 Hari Sasangka. 2003. Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana. Bandung: 
Mandar Maju. Halaman 35 
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2. Penggolongan Narkotika 

Dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika dalam pasal 6 

ayat (1) disebutkan, bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, antara 

lain:  

a) Narkotika Golongan I Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan 

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam 

terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan 

ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam. Yang 

popular disalahgunakan adalah tanaman Genus Cannabis dan kokaina. 

Cannabisdi Indonesia dikenal dengan namaganja atau biasa disebut anak 

muda jaman sekarang cimeng, Sedangkan untuk Kokaina adalah bubuk 

putih yang diambil dari daun pohon koka dan menjadi perangsang yang 

hebat.  

Jenis-jenis narkotika golongan I seperti tersebut diatas dilarang untuk 

diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam 

jumlah terbatas untuk kepentingan tertentu. Hal ini diatur pada pasal 8 ayat 

1 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika : Narkotika 

Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses 

produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang 

ketat dari Menteri Kesehatan.” Dalam hal penyaluran narkotika golongan I 

ini hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat-obatan tertentu dan/atau 

pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk 
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kepntingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dinyatakan 

dalam pasal 12 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.  

b) Narkotika golongan II Menurut pasal 6 ayat (1) huruf c, narkotika 

golongan ini adalah narkotika yang berkhsasiat dalam pengobatan dan 

digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu 

pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan 

ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer 

digunakan adalah jenis heroin yang merupakan keturunan dari morfin. 

Heroin dibuat dari pengeringan ampas bunga opium yang mempunyai 

kandungan morfindan banyak digunakan dalam pengobatan batuk dan 

diare. Ada juga heroin jenis sintetis yang digunakan untuk mengurangi 

rasa sakit disebut pelhipidinedan methafone. Heroin dengan kadar lebih 

rendah dikenal dengan sebutan putauw.  

Putauw merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan. 

Sifat putauw ini adalah paling berat dan paling berbahaya. Putauw 

menggunakan bahan dasar heroin dengan kelas rendah dengan kualitas 

buruk dan sangat cepat menyebabkan terjadinya kecanduan. Jenis heroin 

yang juga sering disalahgunakan adalah jenis dynamite yang berkualitas 

tinggi sedangkan brown atau Mexican adalah jenis heroinyang kualitasnya 

lebih rendah dari heroin putih atau putauw. 

c) Narkotika golongan III Narkotika golongan III sebagaimana yang 

dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-undang No.35 tahun 

2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang berkhasiat untuk 

pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan 
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pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam 

ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika 

golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara memproduksi 

dan menyalurkannya yang diatur dalam satu ketentuan yang sama dengan 

narkotika golongan II. Salah satu narkotika golongan II yang sangat 

populer adalah kodein. Kodein ini ditemukan pada opium mentah sebagai 

kotoran dari sejumlah morfin 
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